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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari Pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya dan disertai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Kekementrianan Hukun 

dan HAM dan kantor Notaris wilayah Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hak moral yang dimiliki oleh pencipta pada dasarnya tetap 

melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak moral tidak dapat 

dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak 

tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 

pencipta meninggal dunia. Sita jaminan atau lelang yang terjadi 

ketika debitor wanprestasi hanya dipandang sebagai bentuk 

beralihnya hak ekonomi pencipta namun, tidak dengan hak 

moral pencipta. Artinya pada saat debitor wanprestasi, maka 

yang dapat beralih hanyalah hak ekonomi pencipta sedangkan 

kreditor tetap tidak boleh melanggar perlindungan terhadap hak 

moral pencipta dengan tetap menantumkan nama pencipta, 

menggunakan nama samarannya atau aliasnya, dan tetap tidak 

boleh mengubah isi ataupun judul daripada ciptaan tersebut 

tanpa persetujuan pencipta. 
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2. Lembaga jaminan fidusia secara normatif sudah tepat dikatakan 

sebagai lembaga jaminan yang objek jaminannya adalah hak 

cipta. Lembaga jaminan fidusia sudah tepat dikatakan sebagai 

lembaga jaminan yang objek jaminannya hak cipta karena yang 

dapat menjadi objek jaminan fidusia salah satunya adalah 

benda bergerak dan hak cipta seperti ditegaskan dalam 

Undang-undang merupakan benda bergerak sehingga dalam hal 

ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu 

konstruksi jaminan fidusia atas dasar kepercayaan memungkin 

lembaga objek jaminan berupa hak cipta karena hak cipta tidak 

harus diserahkan kepada kreditor. Berbeda dengan lembaga 

jaminan gadai yang mensyaratkan bahwa benda jaminan harus 

diserahkan kepada kreditor yang dalam hal ini tidak mungkin 

diterapkan kepada objek jaminan berupa hak cipta karena 

wujudnya yang tidak terlihat secara fisik maka akan lebih sulit 

untuk diserahkan dan konsekuensinya gadai dianggap tidak 

pernah terjadi. 

B. Saran 

Berdasarkan dari pembahaasan dan hasil yang telah dilakukan serta 

dilengkapi dengan kesimpulan, maka saran yang dapat saya berikan antara 

lain sebagai berikut:   

1. Hak cipta sebagai objek jaminan tentu tidak sama dengan 

objek jaminan pada umumnya yang fisiknya dapat dilihat 
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secara kasat mata sehingga mudah untuk dijaminkan. Hak 

cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang apabila 

dijaminkan bukan berupa fisiknya melainkan haknya sehingga 

bagi beberapa kreditor hal ini sangatlah bersiko sehingga 

kebanyakan mereka menolak apabila hak cipta dijadikan 

sebagai objek jaminan karena cenderung sulit untuk 

dieksekusi. Hal yang sama juga terjadi pada debitor terkait 

bagaimana perlindungan terhadap hak moral masih banyak 

belum diketahui oleh pencipta yang ingin menjaminkan 

ciptaannya sehingga hal ini kemudian menjadi hambatan 

penerapan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Artinya, 

perlun dibentuk suatu peraturan pelaksanaan yang mengatur 

penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia di Indonesia 

dengan tegas sehingga akan menjadi landasan hukum yang 

kuat untuk menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan 

utang. Sosialisai HKI dikalangan masyarakat harus lebih 

ditingkatkan khususnya mengenai hak cipta tanpa 

pengecualian. Apabila peraturan yang tegas dan sosialisasi 

tersebut terlaksana maka hak cipta sebagai jaminan fidusia 

tentu saja dapat terealisasi. 

2. Perlunya hak cipta yang akan dijadikan jaminan fidusia 

sebaiknya telah terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun 

dalam Undang-undang tidak diharuskan suatu ciptaan itu untuk 
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didaftrakan karena system dari hak cipta bukanlah dengan 

pencatatan (Konstitutif) tatapi dengan pengumuman 

(deklaratif) saja hak cipta telah diakui.Pendaftaran akan sangat 

berguna dalam hal pembuktian kepemilikan hak cipta tersebut, 

disamping itu masa perlindungan terhadap hak cipta dapat 

diketahui sehingga nilai ekonomian dari hak cipta masih dapat 

diketahui. 
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